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KEPUTUSAN KEPAILA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLA HRAGA
KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 421.9/ 53¢.A TAHUN 2017
TENTANG

LIIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN AMAK USIA DINI (PAUD) BAGI
TAMAN KANAK — KANAK (TK) DHARMA WANITA DUREN

KECAMATAN BANDUNGAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KARUPATEN SEMARANG
Menimbang  : a. Bahwa memperhatikan Siat Kepaln Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tnman Kanak-

Kanak (TK) Dharma Wanita Duren Kecamatan Bandungan Tanggal 9 Januari 2017 nomor
261 UTK.DW/XL2017 Perihal Permohonan Ijin Pendirian satuan PAUD;

b.  bahwa dalam rangka pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian pendirian serta
penyelenygaraon Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Semarang, perlu
adanya ljin Pendirien bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

€. bahwa schubungan dengan huruf a dan b distas , perlu adanya Keputusan vang yang

dilctapkan oleh Xepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupatei: Semarang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-duerah <abupaten
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengal ;
2. Undang-Undang Nemor 67 Tahun 1958 Tentang Perubshan Batas-batas Wilayah
Kotpraja Salatiga Dan Dasrah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaren Negrra
Republik Indonesin Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1652);
3. Undeng-undang Nomor 25 Tahur 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional
. {Lembaran Negara Republik Indonesia whun 2000 nomor 206);
4. Undang-undsng Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ' Lembaran

Negere Republik Indonesia Tahur 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaren Negara

Republik Indonesia Nomor 4301),

Undang-undarg Nomor 10 Tehun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan erundang-

undangan (Lembarun Negara Republilc Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Renublik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembasan Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambshan Iembaran Negare Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimuna telah diubah dengan Undang-undarg Nomor 8
Tehun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Femerintah Pengganti Undang-undang Nomor
3 Tahun 2005 Tentang Perubshan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang
Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
Undang-undang Nemor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;

7 Perauran Pernerintah Nomor 16 Tahun 1976 Tentang Perluasan Kotamadye Daeruh

8. Tingkat II Semarang (Leinbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Momor 25,
Tambahan Lembnaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1992 Tentang Perubshan Batns Wilayah

5. Kotamadya Daerah Tingkat Il Salutiga dan Knbupaten Duacrah Tingkat I Semarang
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Kepublik Indonesia Nomor 3500);

Peraturan Pemerintzh Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan

10. Xewenangan Propinsi Scbagai Duerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 )

11. Poraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 Tentang Tenaga
Pendidikan;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Pepublik Indonesia Nomor 49 Tohun 2007
Tentang Standur Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal:
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13, Peraturan Mesteri Pendidikan Nasisnal Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009
Tentang Pendidikan Anak Usia Dini,

14, Peraturan Menteri Pedidikan dan Kebordayasn Republik Indoncsia Namor E1 Talun
2014 Tentang Peadirian Satvan Pendidikan Anak Usia Dini; ;

1%, Peraturan Menteri Pendidiken Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun
2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

16, Krputusan Menteri Dalam Negeri dan (honomi Dacrah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang
Teknik Fenyusunnn Dan Materi Munian Produk-Produk Hukum Daernh;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang
Bentuk Produk-produk Hukum Daerab;

I8, Keputusan Menteri Dalum Negeri dan Otonom| Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentung
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Deerah;

19, Permturan Dwerah Wabupaten Semamang Mo 10 Tahun 2013 Toniang Perubahay Kecdua
Atas Poraturan Daerah Kabupaten Sevarang Nomor |8 Tahun 2008 Tentang O-ganisasi
Dian Tatn Kerjn Dines Dasrah Kabupat :n Semamng.

MEMUTUSKAN
Memberikau Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
huna Lembaga ! TK DHARMA WANITA DUREN
Program Pendidikan . Taman Kanak-Kanak
Alpmat ¢ 1. Kendalisodn RT 01 RW 03 Duren Bandungan

Kecamatan Bandungan Kabupabe Semarang
Peuvelenggars : Yayusan Dharma waaita Sub Unit Desa Duren
Pengelola : Triemwati, 5E

: Tagw dan tanggung juwab kegiotan lembagn schagiimana dimaksud diktum PERTAMA

sehagai beriiot :

I. Wajib memyelenggarskan Pendidikan Anak Usia Dini sesusi dengan ijin yung diberian;
2 Wojib mentasti peraturan perundangan yang berlaku atay yang ekon ditentukan kemudion,
3. Wajib mengirimkan laporan berkals sesoni ketentuan menurut model yang ditentu ten;

4. Titak dibennrkan wenggunakan istil: h-istileh yang dipergunakan oleb perguruan ‘inggi:

+ Pemberian tjin fendirfan skon dicabat,

apabila :
1 Penyelengpars Pendidikan Anuk Usiv Dini tidak lagi menyelenggarakan kegisiar pelayanan
Pendidikon Anak Urin Dind,
2. Penyelenggars Pendidikan Anak Usia Dind tiuak luyak berdasarken hasil evaluasi;
7. Ditzmukennya sdanya kegintan dilusr proses kegiatan kependidikan;
4, Penyelenggam tidak menysmpaikan lapoan selama 2 (dua) tshun berturui-tinit Lepad
KepalaDings Pendidikan, Kebudaynan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Senvrmag;

. Keputisan ini juge berlrku schagai fiin operasional penyelenggaraan Pendidikon Anal Usia Dini,
. Sezala bisys yung timbul akibat dikeluarkannys heputusan ini dibebankan pada Penyc :

Apabile dikemudian hari terdspet kekeliruan don stau kekurangen delam Kepufusan int maka
F.eputusan akan ditinjau kemball,

+ Keputuzan inl berlaky sejak tanggal ditetapkin.
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Diitetapkan di ngaran
Poun Tanggal : 27 Marei 2017
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